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Lampiran 1. Kuesioner Pernyataan Kesediaan Menjadi Responden 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : ………………………………………………… 

Umur   : ………………………………………………… 

Jenis Kelamin          : L / P 

Jabatan  : ………………………………………………… 

No Telp / Hp  : ………………………………………………… 

Alamat                     : ………………………………………………… 

Dengan ini saya menyatakan  setuju dan bersedia untuk  berpartisipasi  sebagai 

informan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh saudari Nur Ramlah selaku 

mahasiswi Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 

dengan judul “Kesiapan Implementasi Program Universal Health Coverage di 

Kabupaten Soppeng”. Saya akan memberikan informasi yang sebenarnya sesuai 

yang saya ketahui dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta menyetujui metode 

pengambilan informasi yang dilakukan oleh peneliti, yaitu dengan wawancara, 

menggunakan alat perekam suara dan alat dokumentasi (kamera). 

Watansoppeng,  Juli  2023 

Informan, 

 

(                                          ) 
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Lampiran 2. Pedoman Wawancara Responden 

 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

KESIAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM UNIVERSAL HEALTH COVERAGE DI 

KABUPATEN SOPPENG  

 

Pedoman Wawancara  

1. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOPPENG 

Nama Informan  : …………………………………. 

Umur Informan  : …………………………………. 

Jenis Kelamin  : L  / P 

Jabatan   : …………………………………. 

No Telp / HP   : …………………………………. 

Alamat   : …………………………………. 

Tanggal wawancara  : _ _ / _ _ / __________ (tgl/bln/thn) 

 

Variabel Topik Wawancara Probing 

Komunikasi 

Komunikasi Kebijakan Program 

Universal Health Coverage di 

Kabupaten Soppeng.  

1. Penahkah pihak BPJS Kesehatan 

memberikan informasi tentang 

program Universal Health 

Coverage? 

2. Bagaimana bentuk komunikasi 

yang di lakukan oleh BPJS 

Kesehatan apakah melalui surat 

resmi, sosialisasi atau lainnya? 

3. Pernahkah BPJS Kesehatan 

menyerukan untuk menjalankan 

program Universal Health 

Coverage? 

4. Apakah ibu/bapak pernah 

melakukan komunikasi internal 

terkait penerapan Universal 

Health Coverage di Kabupaten 

Soppeng? 

Sumber Daya 1. Kesiapan Sumber Daya Manusia 

1. Bagaimana kesiapan SDM yang 

dimiliki untuk menerapkan 

program Universal Health 

Coverage sejauh mana standar 

kompetesi yang sudah dimiliki ? 
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2. Apakah ada tim khusus untuk 

menerapkan program Universal 

Health Coverage? 

2. Kesiapan Sumber Daya Lainnya 

(Dana, fasilitas) 

1. Bagaimana proses pengusulan 

dana dalam program Universal 

Health Coverage? 

2. Bagaimana ketersediaan sarana 

dan prasarana dalam menunjang 

program tersebut, jenis prasarana 

dan sarana yang ada? 

Sikap/Disposisi 

Komitmen terhadap Kebijakan 

Program Universal Health Coverage 

di Kabupaten Soppeng. 

1. Bagaimana komitmen Pemerintah 

Daerah dalam penerapan 

Program Universal Health 

Coverage?  

2. Bagaimana komitmen lintas sentor 

dalam penerapan program 

Universal Health Coverage?  

Struktur 

Birokrasi 

Rancangan Struktur Birokrasi yang 

berlaku 

1. Apakah ada SOP yang berlaku 

dalam melaksanakan Program 

Universal Health Coverage? 
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

KESIAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM UNIVERSAL HEALTH COVERAGE DI 

KABUPATEN SOPPENG  

 

Pedoman Wawancara  

2. KEPALA KABUPATEN BPJS KESEHATAN KANTOR KABUPATEN SOPPENG 

Nama Informan  : …………………………………. 

Umur Informan  : …………………………………. 

Jenis Kelamin  : L  / P 

Jabatan   : …………………………………. 

No Telp / HP   : …………………………………. 

Alamat   : …………………………………. 

Tanggal wawancara  : _ _ / _ _ / __________ (tgl/bln/thn) 

 

Variabel Topik Wawancara Probing 

Komunikasi 

Komunikasi Kebijakan Program 

Universal Health Coverage di 

Kabupaten Soppeng.  

1. Apakah sebelumnya sudah 

pernah ada komunikasi 

kepada pemerintah daerah 

Kabupaten Soppeng terkait 

Program Universal Health 

Coverage? 

2. Bagaimana bentuk komunikasi 

yang di lakukan apakah 

melalui surat resmi, sosialisasi 

atau lainnya? 

Sumber Daya 

Kesiapan Sumber Daya Manusia 

1. Bagaimana kesiapan SDM 

yang dimiliki untuk 

menerapkan program 

Universal Health Coverage 

sejauh mana standar 

kompetesi yang sudah dimiliki 

? 

2. Apakah ada tim khusus untuk 

menerapkan program 

Universal Health Coverage? 

Kesiapan Sumber Daya Lainnya 

(Dana, fasilitas) 

1. Bagaimana ketersediaan 

sarana dan prasarana dalam 

menunjang program tersebut, 

jenis prasarana dan sarana 

yang ada? 
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Sikap/Disposisi 

Komitmen terhadap Kebijakan 

Program Universal Health Coverage 

di Kabupaten Soppeng. 

1. Bagaimana komitmen BPJS 

Kesehatan dalam penerapan 

Program Universal Health 

Coverage?  

2. Bagaimana komitmen lintas 

sektor dalam penerapan 

program Universal Health 

Coverage? 

Struktur 

Birokrasi 

Rancangan Struktur Birokrasi yang 

berlaku 

 

 

1. Apakah ada SOP yang 

berlaku dalam melaksanakan 

Program Universal Health 

Coverage? 

2. Apakah ada struktur 

organisasi yang dibentuk 

dalam Program Universal 

Health Coverage? 

3. Bagaimana upaya BPJS 

Kesehatan memastikan 

perlindungan keuangan 

terhadap masyarakat? 
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

KESIAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM UNIVERSAL HEALTH COVERAGE DI 

KABUPATEN SOPPENG  

 

Pedoman Wawancara 

1. Kepala/staff Dinas Sosial (DINSOS) 

2. Kepala/staff Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) 

3. Kepala/staff Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) 

4. Kepala/staff Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan 

Pengembangan Daerah (BAPPEDA) 

 

Nama Informan  : …………………………………. 

Umur Informan  : …………………………………. 

Jenis Kelamin  : L  / P 

Jabatan   : …………………………………. 

No Telp / HP   : …………………………………. 

Alamat   : …………………………………. 

Tanggal wawancara  : _ _ / _ _ / __________ (tgl/bln/thn) 

 

Variabel Topik Wawancara Probing 

Komunikasi 

Komunikasi Program Universal 

Health Coverage di Kabupaten 

Soppeng 

1. Penahkah Bupati Soppeng 

memberikan informasi tentang 

program Universal Health Coverage? 

2. Apakah ibu/bapak pernah melakukan 

komunikasi internal terkait penerapan 

program Universal Health Coverage? 

Sumber Daya 

1. Kesiapan Sumber Daya 

Manusia 

1. Bagaimana kesiapan SDM yang 

dimiliki untuk menerapkan program 

Universal Health Coverage sejauh 

mana standar kompetesi yang sudah 

dimiliki? 

2. Kesiapan Sumber Daya 

Lainnya (Dana, fasilitas) 

2. Bagaimana ketersediaan sarana dan 

prasarana dalam menunjang 

program tersebut, jenis prasarana 

dan sarana yang ada? 

Sikap/Disposisi 

Komitmen terhadap 

Kebijakan Program Universal 

Health Coverage di 

Kabupaten Soppeng. 

1. Bagaimana komitmen Pemerintah 

Daerah dalam penerapan Program 

Universal Health Coverage?  
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Struktur 

Birokrasi 

Rancangan Struktur Birokrasi 

yang berlaku 

1. Apakah ada SOP yang berlaku dalam 

melaksanakan Program Universal 

Health Coverage? 
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

KESIAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM UNIVERSAL HEALTH COVERAGE DI 

KABUPATEN SOPPENG  

 

Pedoman Wawancara Peserta BPJS Kesehatan PBI dan Non PBI 

Nama Informan  : …………………………………. 

Umur Informan  : …………………………………. 

Jenis Kelamin  : L  / P 

No Telp / HP   : …………………………………. 

Alamat   : …………………………………. 

Tanggal wawancara  : _ _ / _ _ / __________ (tgl/bln/thn) 

 

Variabel Topik Wawancara Probing 

Komunikasi 

Komunikasi Program Universal 

Health Coverage di Kabupaten 

Soppeng 

1. Bagaimana implementasi 

pelakasanaan program JKN di 

Kabupaten Soppeng? 

2. Bagaimana upaya  penyebaran  

informasi kegiatan program 

Universal Health Coverage ke 

masyarakat? 

Sumber Daya Kesiapan Sumber Daya  

1. Bagaimana menurut bapak/ibu 

kualitas SDM dalam 

pelaksanaan Program JKN di 

Kabupaten Sopppeng? 

2. Bagaimana kualitas pelayanan 

kesehatan? 

3. Apakah tidak ada biaya 

tambahan lain yang dikeluarkan 

ketika mengakses layanan 

kesehatan? 
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Lampiran 3. Surat Etik Penelitian FKM Unhas 
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Lampiran 4. Surat Izin Penelitian FKM Unhas 
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Lampiran 5. Surat Izin Penelitian PTSP Kab. Soppeng 
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Lampiran 6. Matriks Wawancara 

 

MATRIKS WAWANCARA INFORMAN  

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOPPENG 

Faktor Komunikasi 

No Pertanyaan Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan 

1 Penahkah pihak BPJS 

Kesehatan memberikan 

informasi tentang 

program Universal 

Health Coverage? 

 

 

 

S 

Sering. Pemerintah daerah 

dengan pihak BPJS Kesehatan 

intens melakukan komunikasi 

baik secara formal maupun non 

formal mengenai rencana 

implementasi UHC di Kabupaten 

Soppeng. 

Dari hasil wawancara 

yang telah dilakukan 

informan menyatakan 

bahwa BPJS 

Kesehatan telah 

memberikan informasi 

tentang program UHC 

kepada pemerintah 

daerah baik secara 

formal maupun non 

formal. 

Dapat disimpulkan 

bahwa BPJS 

Kesehatan telah 

memberikan 

informasi tentang 

program UHC 

kepada pemerintah 

daerah Kabupaten 

Soppeng. 

2 Bagaimana bentuk 

komunikasi yang di 

lakukan oleh BPJS 

Kesehatan apakah 

melalui surat resmi, 

sosialisasi atau lainnya? 

S 

Setiap semester atau 6 bulan 

sekali pihak pemerintah daerah 

dengan BPJS Kesehatan serta 

stakeholder terkait melaksanakan 

forum komunikasi untuk 

Dari hasil wawancara 

yang telah dilakukan 

informan menyatakan 

bahwa bentuk 

komunikasi dilakukan 

secara resmi melalui 

Dapat disimpulkan 

bahwa bentuk 

komunikasi yang di 

lakukan oleh BPJS 

Kesehatan terhadap 

pemerintah daerah 
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 membahas mengenai program 

JKN-KIS termasuk Program UHC. 

forum komunikasi yang 

dilaksanakan rutin 6 

bulan sekali. 

Kabupaten Soppeng 

adalah forum 

komunikasi yang 

dilaksanakan 6 bulan 

sekali. 

3 Pernahkah BPJS 

Kesehatan menyerukan 

untuk menjalankan 

program Universal 

Health Coverage? 

 

 

 

S 

Selalu. Setiap pertemuan kita 

selalu mencari solusi bagaimana 

caranya agar Masyarakat di 

Kabupaten Soppeng dapat 

tercover oleh jaminan kesehatan.  

Dari hasil wawancara 

yang telah dilakukan 

informan menyatakan 

bahwa pihak BPJS 

Kesehatan sering 

menyerukan untuk 

menjalankan program 

Universal Health 

Coverage. 

Dapat disimpulkan 

bahwa pihak BPJS 

Kesehatan sering 

menyerukan kepada 

pemerintah daerah 

Kabupaten Soppeng 

untuk menjalankan 

program Universal 

Health Coverage. 

4 Apakah ibu/bapak 

pernah melakukan 

komunikasi internal 

terkait penerapan 

Universal Health 

Coverage di Kabupaten 

Soppeng? 

 

 

 

S 

Selalu. Dalam forum komunikasi 

dengan BPJS Kesehatan juga 

menghadirkan stakeholder terkait 

termasuk jajaran internal 

Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan dengan program 

ini. 

Dari hasil wawancara 

yang telah dilakukan 

informan menyatakan 

bahwa pemerintah 

daerah Kabupaten 

Soppeng pernah 

melakukan komunikasi 

internal terkait 

penerapan Universal 

Health Coverage 

Dapat disimpulkan 

bahwa pemerintah 

daerah Kabupaten 

Soppeng pernah 

melakukan 

komunikasi internal 

terkait penerapan 

Universal Health 

Coverage. 
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Faktor Sumber Daya 

No Pertanyaan Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan 

1 Bagaimana kesiapan 

SDM yang dimiliki untuk 

menerapkan program 

Universal Health 

Coverage sejauh mana 

standar kompetesi yang 

sudah dimiliki ? 

S 

Dari segi sumber daya manusia 

kita sudah sangat siap. Penerapan 

UHC ini nanti akan melibatkan 

beberapa stakeholder terkait 

seperti Dinas Kesehatan dan 

jajarannya termasuk Rumah Sakit 

dan Puskesmas, Dinas Sosial dan 

pihak BPJS Kesehatan itu sendiri. 

Dari hasil wawancara 

yang telah dilakukan 

informan menyatakan 

bahwa SDM yang 

dimiliki Pemerintah 

Daerah Kabupaten 

Soppeng sudah sangat 

siap. 

Dapat disimpulkan 

bahwa SDM yang 

dimiliki Pemerintah 

Daerah Kabupaten 

Soppeng sudah 

sangat siap untuk 

menerapkan 

program Universal 

Health Coverage. 

2 Apakah ada tim khusus 

untuk menerapkan 

program Universal 

Health Coverage? 

 

 

S 

Sepertinya tidak perlu. Karena 

dalam penerapan program 

Universal Health Coverage ini 

hanya perlu koordinasi antara 

pihak Pemerintah Daerah dalam 

hal ini diwakili Dinas Kesehatan 

dengan pihak BPJS Kesehatan. 

Dari hasil wawancara 

yang telah dilakukan 

informan menyatakan 

bahwa dalam 

penerapan UHC tidak 

diperlukan tim khusus. 

Dapat disimpulkan 

bahwa dalam 

penerapan UHC 

tidak diperlukan tim 

khusus. 

3 Bagaimana proses 

pengusulan dana dalam 

program Universal 

Health Coverage? 

 
S 

Yang menjadi kendala utama 

sampai saat ini kenapa Kabupaten 

Soppeng belum menerapkan 

program UHC ini adalah dana. 

Kalua dari segi kemauan kita 

sangat mau. Tapi dana yang 

dialokasikan belum cukup untuk 

mencover 95% penduduk. Apalagi 

dari segi PAD kita kurang. Dana 

yang diharapkan hanya APBN 

Dari hasil wawancara 

yang telah dilakukan 

informan menyatakan 

bahwa yang menjadi 

kendala utama sampai 

saat ini kenapa 

Kabupaten Soppeng 

belum menerapkan 

program UHC ini adalah 

dana. Dana yang dimiliki 

Dapat disimpulkan 

bahwa yang 

menjadi kendala 

utama sampai saat 

ini kenapa 

Kabupaten 

Soppeng belum 

menerapkan 

program UHC ini 

adalah dana. 
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itupun sudah dibagi kedalam 

beberapa sektor bukan hanya 

kesehatan saja. 

belum mampu 

mencover keaktifan 

kepesertaan 98% 

penduduk. 

4 Bagaimana 

ketersediaan sarana dan 

prasarana dalam 

menunjang program 

tersebut, jenis prasarana 

dan sarana yang ada? 

 

 

 

S 

Sarana dan Prasarana sudah 

cukup memadai. Kita memiliki 

Puskesmas, beberapa Klinik 

pratama yang sudah bekerja sama 

dengan BPJS Kesehatan. Kita juga 

memiliki LABKESDA serta 

beberapa DPP sudah ada yang 

bekerjasama. Rumah Sakit daerah 

juga selalu kita benahi setiap saat 

untuk memberikan pelayanan 

prima terhadap Masyarakat. 

Dari hasil wawancara 

yang telah dilakukan 

informan menyatakan 

bahwa Sarana dan 

Prasarana sudah cukup 

memadai yaitu 

Puskesmas, Klinik 

Pratama, DPP, 

Labkesda dan RS dan 

akan terus dibenahi. 

Dapat disimpulkan  

bahwa Sarana dan 

Prasarana sudah 

cukup memadai 

untuk menerapkan 

UHC. 

 

Faktor Sikap/Disposisi 

No Pertanyaan Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan 

1 Bagaimana komitmen 

Pemerintah Daerah 

dalam penerapan 

Program Universal 

Health Coverage?  

 

S 

Pemerintah Daerah menargetkan 

untuk segera menerapkan UHC 

di Kabupaten Soppeng 

secepatanya. Apalagikan dari 

segi kepesertaan sebenarnya 

kita sudah memenuhi target kita 

hanya perlu menambah sekitar 

30% lebih dari segi keaktifan agar 

dapat mencapai UHC. 

Dari hasil wawancara 

yang telah dilakukan 

informan menyatakan 

bahwa Pemerintah 

Daerah berkomitmen 

dalam penerapan 

Program Universal 

Health Coverage. 

Dapat disimpulkan 

bahwa Pemerintah 

Daerah berkomitmen 

dalam penerapan 

Program Universal 

Health Coverage. 
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2 Bagaimana komitmen 

lintas sentor dalam 

penerapan program 

Universal Health 

Coverage? 

S Semua sektor berkomitmen 

untuk melaksanakan UHC ini. 

Apalagi kan ini termasuk dalam 

RPJMN 2024. 

Dari hasil wawancara 

yang telah dilakukan 

informan menyatakan 

bahwa semua sektor 

berkomitmen dalam 

penerapan program 

Universal Health 

Coverage  

Dapat disimpulkan 

bahwa semua sektor 

berkomitmen dalam 

penerapan program 

Universal Health 

Coverage. 

 

Faktor Struktur Birokrasi  

No Pertanyaan Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan 

1 Apakah ada SOP yang 

berlaku dalam 

melaksanakan 

Program Universal 

Health Coverage? 

 

S 

Kalau berbicara SOP kita 

berbicara beberapa aspek. Dari 

segi cakupan peserta alurnya 

pendaftaran melalui 

Desa/Kelurahan kemudian ke 

Dinas Sosial setelah itu 

dilaporkan ke BPJS Kesehatan 

untuk didaftarkan. Dari segi 

pelayanan merupakan tanggung 

jawab Bersama untuk 

memastikan semua Masyarakat 

mendapatkan pelayanan yang 

sesuai di fasilitas Kesehatan dan 

perlindungan terhadapa 

keuangan dalam artian tidak 

Dari hasil wawancara 

yang telah dilakukan 

informan menyatakan 

bahwa SOP berbicara 

beberapa aspek. Dari 

segi cakupan peserta 

alurnya pendaftaran 

melalui 

Desa/Kelurahan 

kemudian ke Dinas 

Sosial setelah itu 

dilaporkan ke BPJS 

Kesehatan untuk 

didaftarkan. Dari segi 

pelayanan merupakan 

tanggung jawab 

Dapat disimpulkan 

bahwa dalam 

penerapan program 

UHC ada SOP yang 

ditetapkan baik dari 

aspek mendapatkan 

jaminan Kesehatan, 

mendapatkan 

pelayanan Kesehatan 

yang memadai serta 

perlindungan 

keuangan. 
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adalagi iuran tambahan apabila 

discover BPJS Kesehatan. 

Bersama untuk 

memastikan semua 

Masyarakat 

mendapatkan 

pelayanan yang sesuai 

di fasilitas Kesehatan 

dan perlindungan 

terhadapa keuangan 

dalam artian tidak 

adalagi iuran 

tambahan apabila 

dicover BPJS 

Kesehatan. 
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MATRIKS WAWANCARA INFORMAN  

KEPALA KANTOR BPJS KESEHATAN KABUPATEN SOPPENG 

Faktor Komunikasi 

No Pertanyaan Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan 

1 Apakah sebelumnya 

sudah pernah ada 

komunikasi kepada 

pemerintah daerah 

Kabupaten Soppeng 

terkait Program 

Universal Health 

Coverage? 

 

SW Pihak BPJS Kesehatan 

dengan Pemda melakukan 

komunikasi baik secara 

formal maupun non formal 

mengenai rencana 

implementasi UHC di 

Kabupaten Soppeng. 

Dari hasil wawancara 

yang telah dilakukan 

informan menyatakan 

bahwa BPJS Kesehatan 

telah melakukan 

komunikasi tentang 

program UHC kepada 

pemerintah daerah baik 

secara formal maupun 

non formal. 

Dapat disimpulkan bahwa 

BPJS Kesehatan telah 

melakukan komunikasi 

dengan pemerintah daerah 

tentang program UHC 

kepada pemerintah daerah 

Kabupaten Soppeng. 

2 Bagaimana bentuk 

komunikasi yang di 

lakukan apakah melalui 

surat resmi, sosialisasi 

atau lainnya? SW 

Pihak BPJS Kesehatan 

mengadakan pertemuan 

atau yang disebut forum 

komunikasi setiap semester 

atau 6 bulan sekali dengan 

pihak pemerintah daerah. 

Dari hasil wawancara 

yang telah dilakukan 

informan menyatakan 

bahwa bentuk 

komunikasi dilakukan 

secara resmi melalui 

forum komunikasi yang 

dilaksanakan rutin 6 

bulan sekali. 

Dapat disimpulkan bahwa 

bentuk komunikasi yang di 

lakukan oleh BPJS 

Kesehatan terhadap 

pemerintah daerah 

Kabupaten Soppeng adalah 

forum resmi. 
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Faktor Sumber Daya 

No Pertanyaan Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan 

1 Bagaimana kesiapan 

SDM yang dimiliki untuk 

menerapkan program 

Universal Health 

Coverage sejauh mana 

standar kompetesi yang 

sudah dimiliki ? 

 

SW 

Dari segi sumber daya 

manusia kita sudah sangat 

siap. Dari internal BPJS 

Kesehatan ada bidang 

khusus yang menangani 

terkait program ini. Selain itu 

stakeholder lain termasuk 

jajaran pemerintah daerah 

serta tenaga Kesehatan yang 

ada di kabupaten soppeng 

saya rasa sudah cukup 

apabila UHC ini diterapkan. 

Dari hasil wawancara 

yang telah dilakukan 

informan menyatakan 

bahwa SDM yang dimiliki 

sudah sangat siap untuk 

menerapkan program 

Universal Health 

Coverage. 

Dapat disimpulkan bahwa 

SDM yang dimiliki SDM yang 

dimiliki sudah sangat siap 

untuk menerapkan program 

Universal Health Coverage. 

2 Apakah ada tim khusus 

untuk menerapkan 

program Universal 

Health Coverage? 

SW Sepertinya tidak perlu.  Dari hasil wawancara 

yang telah dilakukan 

informan menyatakan 

bahwa dalam penerapan 

UHC tidak diperlukan tim 

khusus. 

Dapat disimpulkan bahwa 

dalam penerapan UHC tidak 

diperlukan tim khusus. 

3 Bagaimana ketersediaan 

sarana dan prasarana 

dalam menunjang 

program tersebut, jenis 

prasarana dan sarana 

yang ada? 

SW 

Sarana dan Prasarana sudah 

cukup memadai. Puskesmas, 

beberapa Klinik pratama, 

LABKESDA serta beberapa 

DPP sudah ada yang 

bekerjasama. Rumah Sakit 

daerah juga termasuk Rumah 

Dari hasil wawancara 

yang telah dilakukan 

informan menyatakan 

bahwa Sarana dan 

Prasarana sudah cukup 

memadai  

Dapat disimpulkan  bahwa 

Sarana dan Prasarana sudah 

cukup memadai untuk 

menerapkan UHC. 
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sakit dengan fasilitas yang 

cukup memadai. 

 

Faktor Sikap/Disposisi 

No Pertanyaan Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan 

1 Bagaimana komitmen 

BPJS Kesehatan 

dalam penerapan 

Program Universal 

Health Coverage?  

 SW 

BPJS Kesehatan sangat 

berkomitmen dalam 

penerapan UHC ini. Kita 

menunggu Pemerintah 

daerah untuk menambah 

keaktifan kepesertaannya 

agar dapat mencapai UHC. 

Lagian kan dari segi cakupan 

kepesertaan kita sudah 

tmencapai. Sisa keaktifannya 

yang harus ditingkatkan lagi. 

Dari hasil wawancara 

yang telah dilakukan 

informan menyatakan 

bahwa Pihak BPJS 

Kesehatan berkomitmen 

dalam penerapan 

Program Universal Health 

Coverage. 

Dapat disimpulkan bahwa 

Pihak BPJS Kesehatan 

berkomitmen dalam 

penerapan Program 

Universal Health Coverage. 

2 Bagaimana komitmen 

lintas sektor dalam 

penerapan program 

Universal Health 

Coverage? 

SW Saya kira semua sektor 

berkomitmen untuk 

melaksanakan UHC ini. 

Kendalanya sekarang ya 

Dana dari pemerintah daerah 

belum cukup makanya belum 

terealisasikan 

Dari hasil wawancara 

yang telah dilakukan 

informan menyatakan 

bahwa semua sektor 

berkomitmen dalam 

penerapan program 

Universal Health 

Coverage  

Dapat disimpulkan bahwa 

semua sektor berkomitmen 

dalam penerapan program 

Universal Health Coverage. 
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Faktor Struktur Birokrasi  

No Pertanyaan Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan 

1 Apakah ada SOP yang 

berlaku dalam 

melaksanakan 

Program Universal 

Health Coverage? 

 
SW 

Dari kepesertaan SOP 

pendaftaran melalui 

Desa/Kelurahan kemudian 

ke Dinas Sosial setelah itu 

dilaporkan ke BPJS 

Kesehatan untuk 

didaftarkan. 

Dari hasil wawancara 

yang telah dilakukan 

informan menyatakan 

bahwa SOP SOP 

pendaftaran melalui 

Desa/Kelurahan 

kemudian ke Dinas Sosial 

setelah itu dilaporkan ke 

BPJS Kesehatan untuk 

didaftarkan. 

Dapat disimpulkan bahwa 

SOP pendaftaran melalui 

Desa/Kelurahan kemudian ke 

Dinas Sosial setelah itu 

dilaporkan ke BPJS 

Kesehatan untuk didaftarkan. 

2 Apakah ada struktur 

organisasi yang 

dibentuk dalam 

Program Universal 

Health Coverage? 

 SW 

Sama  halnya dengan tim 

khusus tadi. Struktur 

organisasi tidak perlu. 

Program ini melibatkan 

Kerjasama pihak pemerintah 

daerah dengan BPJS 

Kesehatan. Dalam 

penerepannya nanti akan 

banyak koordinasi tapi tidak 

sampai ke pembentukan 

struktur organisasi. 

Dari hasil wawancara 

yang telah dilakukan 

informan menyatakan 

bahwa dalam penerapan 

UHC tidak diperlukan 

struktur organisasi. 

Dapat disimpulkan bahwa 

dalam penerapan UHC tidak 

diperlukan struktur 

organisasi. 

3 Bagaimana upaya 

BPJS Kesehatan 

memastikan 

perlindungan 

SW 

Kami selalu melakukan 

monitoring dan evaluasi 

kepada fasilitas kesehatan. 

Artinya apabila peserta 

tersebut di cover BPJS 

Dari hasil wawancara 

yang telah dilakukan 

informan menyatakan 

bahwa pihak BPJS 

Kesehatan melakukan 

Dapat disimpulkan bahwa 

pihak BPJS Kesehatan 

melakukan monitoring dan 

evaluasi kepada fasilitas 

kesehatan untuk memastikan 
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keuangan terhadap 

masyarakat? 

 

kesehatan seharusnya tidak 

ada iuran tambahan lagi 

selama hal tersebut sesuai 

dengan indikasi medis 

sampai peserta tersebut 

benar-benar sembuh.  

monitoring dan evaluasi 

kepada fasilitas 

kesehatan. 

perlindungan keuangan 

terhadap Masyarakat. 
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MATRIKS WAWANCARA INFORMAN KEPALA/STAFF  

KEPALA/STAFF DINAS SOSIAL (DINSOS), KEPALA/STAFF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD), 

KEPALA/STAFF DINAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DUKCAPIL), KEPALA/STAFF BADAN 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) 

 

Faktor Komunikasi 

No Pertanyaan Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan 

1 Penahkah Bupati 

Soppeng memberikan 

informasi tentang 

program Universal 

Health Coverage? 

 

TR Sering. Dari hasil wawancara yang 

telah dilakukan informan 

menyatakan bahwa Bupati 

Soppeng telah  

memberikan informasi 

tentang program Universal 

Health Coverage. 

Dapat disimpulkan 

bahwa Bupati Soppeng 

telah  memberikan 

informasi tentang 

program Universal 

Health Coverage 

kepada jajaran internal 

pemerintah daerah 

Kabupaten Soppeng. 

AI Selalu. 

AF Iya biasa. 

AAN Selalu. Bappelitbangda 

selalu dilibatkan dalam 

pembahasan program JKN-

KIS apalagi UHC. 

 2 Apakah ibu/bapak 

pernah melakukan 

komunikasi internal 

terkait penerapan 

program Universal 

Health Coverage? 

TR Selalu. Apalagi kan Dinas 

Sosial termasuk salah 

stakeholder yang terlibat 

langsung menangani 

Program JKN-KIS 

khusunya segmen PBPU 

Pemda. 

Dari hasil wawancara yang 

telah dilakukan beberapa 

jajaran dinas terkait di 

lingkungan pemerintah 

daerah kabupaten 

soppeng sudah pernah 

membahas secara  internal 

terkait penerapan program 

Universal Health 

Coverage. 

Dapat disimpulkan 

bahwa beberapa 

jajaran dinas terkait di 

lingkungan pemerintah 

daerah kabupaten 

soppeng sudah pernah 

membahas secara  

internal terkait 

penerapan program 

AI Selalu. Dinas 

pemberdayaan Masyarakat 

dan desa memastikan 
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seluruh perangkat desa dan 

keluarganya telindungi oleh 

program JKN-KIS 

Universal Health 

Coverage. 

AF Biasa. Apalagi kalua ada 

permintaan terkait data 

kependudukan. 

AAN Biasa. Fungsi 

Bappelitbangda kan 

menangani perencanaan 

pembangunan daerah. 

Termasuk Program UHC 

ini. 

 

Faktor Sumber Daya 

No Pertanyaan Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan 

1 Bagaimana kesiapan 

SDM yang dimiliki untuk 

menerapkan program 

Universal Health 

Coverage sejauh mana 

standar kompetesi yang 

sudah dimiliki? 

 

TR Dari segi SDM kita sudah 

sangat siap. 

Dari hasil wawancara yang 

telah dilakukan sumber 

daya  manusia yang dimiliki 

oleh pemerintah kabupaten 

Soppeng untuk 

menerapkan program UHC 

sudah sangat siap. 

Dapat disimpulkan 

bahwa Pemerintah 

Daerah Kabupaten 

Soppeng memiliki SDM 

yang kompeten untuk 

menerapkan program 

Universal Health 

Coverage. 

AI Tentu saja siap. Kita 

memiliki banyak SDM 

yang kompeten. 

AF Sudah pasti siap. 

AAN Jika dilihat dari kualitas 

SDM kita sudah sangat 

siap. Kendala kita sampai 

saat ini kan dimasalah 

pendanaan. 
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 2 Bagaimana ketersediaan 

sarana dan prasarana 

dalam menunjang 

program tersebut, jenis 

prasarana dan sarana 

yang ada? 

TR Sudah cukup. Kita 

memiliki banyak 

puskesmas dan Rumah 

sakit tipe B. 

Dari hasil wawancara yang 

telah dilakukan sarana dan 

prasarana dalam 

menunjang program UHC 

sudah cukup. Terdiri dari: 

Puskesmas, Klinik, 

Labkesda, dokter keluarga 

dan Rumah sakit. 

Dapat disimpulkan 

bahwa sarana dan 

prasarana dalam 

menunjang program 

UHC sudah cukup. 

Sarana dan prasarana 

yang dimaksud adalah 

Puskesmas, Klinik, 

Labkesda, dokter 

keluarga dan Rumah 

sakit. 

AI Puskesmas, Klinik, ada 

beberapa dokter keluarga 

dan Rumah sakit. 

AF Puskesmas, Klinik, ada 

beberapa dokter keluarga 

dan Rumah sakit. Kita 

juga punya Labkesda. 

AAN Puskesmas dan Rumah 

sakit 

 

Faktor Sikap/Disposisi 

No Pertanyaan Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan 

1 Bagaimana komitmen 

Pemerintah Daerah 

dalam penerapan 

Program Universal 

Health Coverage?  

 

TR Pemda berkomitmen 

untuk mencover seluruh 

penduduk agar memiliki 

jaminan kesehatan. 

Hanya saja saat ini kita 

terkendala pada 

pendanaan. 

Dari hasil wawancara yang 

telah dilakukan Pemerintah 

Daerah berkomitmen dalam 

penerapan Program 

Universal Health Coverage 

hanya saja sampai saat ini 

masih terkendala oleh 

pendanaan. 

Dapat disimpulkan 

bahwa Pemerintah 

Daerah berkomitmen 

dalam penerapan 

Program Universal 

Health Coverage. 

AI Tentu saja berkomitmen. 

Hanya saja masih ada 

kendala sehingga belum 

di implementasikan. 
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AF Sangat berkomitmen. 

Semoga cepat 

terealisasi. 

AAN Pemerintah daerah 

memiliki komitmen yang 

besar untuk menambah 

jumlah keaktifan peserta 

program JKN-KIS. 

Hanya saja kita 

terkendala dalam 

pendanaan. APBN yang 

dimiliki tidak cukup untuk 

mencover 95% 

penduduk 

 

 

Faktor Struktur Birokrasi  

No Pertanyaan Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan 

1 Apakah ada SOP yang 

berlaku dalam 

melaksanakan Program 

Universal Health 

Coverage? 

 

TR Tentu saja nanti SOP nya 

dilakukan pendataan oleh 

Desa/Kelurahan kemudian 

diajukan ke Dinas Sosial. 

Setelah itu akan 

didaftarkan oleh BPJS 

Kesehatan. 

Dari hasil wawancara yang 

telah dilakukan SOP yang 

berlaku dalam 

melaksanakan Program 

Universal Health Coverage 

diatur oleh BPJS 

Dapat disimpulkan 

bahwa SOP yang 

berlaku dalam 

melaksanakan Program 

Universal Health 

Coverage diatur oleh 

BPJS Kesehatan, Dinas 
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AI Untuk SOP nya nanti 

mungkin diatur oleh BPJS 

Kesehatan, Dinas Sosial 

dan Dinas Kesehatan. 

Kesehatan, Dinas Sosial 

dan Dinas Kesehatan. 

Sosial dan Dinas 

Kesehatan. 

AF SOP nanti melibatkan 

dinas terkait saja seperti 

Dinas Sosial dan Dinas 

Kesehatan. 

AAN SOP secaraa spesifik akan 

diatur dengan melibatkan 

dinas terkait saja seperti 

Dinas Sosial dan Dinas 

Kesehatan. 
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MATRIKS WAWANCARA INFORMAN PESERTA BPJS KESEHATAN PBI DAN NON PBI 

Faktor Komunikasi 

No Pertanyaan Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan 

1 Bagaimana 

implementasi 

pelakasanaan program 

JKN di Kabupaten 

Soppeng? 

 

AA Sudah baik. Tapi masih perlu 

diperbaiki. 

Dari hasil wawancara yang 

telah dilakukan 

implementasi pelakasanaan 

program JKN di Kabupaten 

Soppeng sudah baik tapi 

masih perlu ditingkatkan. 

Dapat disimpulkan 

bahwa 

pelakasanaan 

program JKN di 

Kabupaten 

Soppeng sudah 

baik tapi masih 

perlu ditingkatkan. 

GN Masih ada beberapa hal yang 

perlu diperbaki. 

MRN Masih banyak yang belum aktif. 

RM Sudah bagus. Alhamdulillah bisa 

berobat tanpa biaya. 

2 Bagaimana upaya  

penyebaran  informasi 

kegiatan program 

Universal Health 

Coverage ke 

masyarakat? 

AA Belum masif Dari hasil wawancara yang 

telah dilakukan upaya  

penyebaran  informasi 

kegiatan program Universal 

Health Coverage ke 

Masyarakat masih kurang 

masif. Beberapa hanya 

membaca melalui media 

online. 

Dapat disimpulkan 

bahwa upaya  

penyebaran  

informasi kegiatan 

program Universal 

Health Coverage 

ke Masyarakat 

masih kurang 

masif. Beberapa 

hanya membaca 

melalui media 

online. 

GN Hanya biasa membaca melalui 

media online. 

MRN Masih kurang di sosialisasikan. 

Hanya membaca beritanya 

melalui media online. 

RM Biasa baca beritanya di media 

 

Faktor Sumber Daya 

No Pertanyaan Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan 
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1 Bagaimana menurut 

bapak/ibu kualitas SDM 

dalam pelaksanaan 

Program JKN di 

Kabupaten Sopppeng? 

 

AA Sudah bagus Dari hasil wawancara yang 

telah dilakukan kualitas SDM 

dalam pelaksanaan Program 

JKN di Kabupaten Sopppeng 

sudah baik tapi masih perlu 

ditingkatkan. 

Dapat 

disimpulkan 

bahwa kualitas 

SDM dalam 

pelaksanaan 

Program JKN di 

Kabupaten 

Sopppeng sudah 

baik tapi masih 

perlu ditingkatkan. 

GN Soppeng punya banyak SDM 

yang kompeten 

MRN Sudah bagus. Hanya saja perlu 

selalu dilatih. 

RM Kualitas SDM sudah baik. 

2 

 

Bagaimana kualitas 

pelayanan kesehatan? 

 

AA Sudah baik. Hanya saja masih 

ada yang perlu dibenahi 

termasuk antrian yang lama. 

Dari hasil wawancara yang 

telah dilakukan kualitas 

pelayanan kesehatan Hanya 

saja masih ada yang perlu 

dibenahi. 

Dapat 

disimpulkan 

bahwa kualitas 

pelayanan 

kesehatan Hanya 

saja masih ada 

yang perlu 

dibenahi. 

GN Masih ada beberapa hal yang 

perlu diperbaiki. 

MRN Sudah bagus 

RM Alhamdulillah bagus. 

3 Apakah tidak ada biaya 

tambahan lain yang 

dikeluarkan ketika 

mengakses layanan 

kesehatan? 

AA Tidak ada. Dari hasil wawancara yang 

telah dilakukan tidak ada 

biaya tambahan lain yang 

dikeluarkan ketika 

mengakses layanan 

kesehatan. 

Dapat 

disimpulkan 

bahwa tidak ada 

biaya tambahan 

lain yang 

dikeluarkan ketika 

mengakses 

layanan 

kesehatan. 

GN Sejauh ini belum pernah ada 

biaya tambahan. 

MRN Semua biaya pelayanan sampai 

pulang dari RS gratis. 

RM Tidak ada. Semua discover 

BPJS Kesehatan 
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Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 
 
 

 
Gambar 1. Wawancara dengan Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten Soppeng 

 
Gambar 2. Wawancara dengan Kepala BPJS 

Kesehatan Kabupaten Soppeng  
 

 

 

 

 
Gambar 3. Wawancara dengan Kepala Dinas 
Sosial Kabupaten Soppeng 

 
Gambar 4. Wawancara dengan Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Soppeng 
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Gambar 5. Wawancara dengan Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Soppeng 

 
Gambar 6. Wawancara dengan Staf 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 

 

 

 
 
Gambar 7. Wawancara dengan Peserta JKN-
KIS 

 
Gambar 8. Wawancara dengan Peserta 

JKN-KIS 
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D. Riwayat Organisasi 
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